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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya utang pajak yang ada
khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat setiap tahunnya.
Untuk itu pemerintah melakukan penagihan tunggakan pajak aktif, diantaranya yaitu
dengan surat tagihan pajak. Skripsi ini menjelaskan tentang efektivitas penagihan
tunggakan pajak aktif dengan menggunakan surat tagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Palembang Ilir Barat tersebut. Tujuan dari penelitian ini sendiri untuk
menganalisa apakah kegiatan penagihan pajak dengan surat tagihan pajak yang dilakukan
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat telah berjalan dengan efektif.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Tingkat efektivitas penagihan pajak dapat dilihat melalui tolak ukur dari kinerja
pajak, yaitu upaya pajak, efektivitas, dan efisiensi. Penelitian ini dilakukan melalui
kegiatan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terkait dan juga analisis data
penagihan tunggakan pajak aktif dengan menggunakan surat tagihan pajak di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di
lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dengan surat tagihan pajak
sudah berjalan dengan efektif. Penelitian ini memberikan saran kepada kepada pihak
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat agar dapat memperbanyak kegiatan-
kegiatan sosialisasi yang menarik guna menumbuhkan kesadaran wajib pajak akan
pentingnya membayar pajak. Selain itu menambah juru sita yang ditempatkan di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, mengingat banyaknya jumlah surat paksa
yang dikeluarkan. Diperlukan juga adanya kerjasama dengan pemerintah daerah dan aparat
kepolisian setempat untuk melindungi juru sita supaya kegiatan penagihan pajak dengan
surat tagihan pajak dapat berjalan dengan lancer dan tanpa hambatan untuk mempermudah
proses pendataan wajib pajak, hendaknya dilakukan update pada setiap minggunya.

Kata Kunci: Efektivitas, Penagihan Pajak, Surat Tagihan Pajak, KPP Pratama Palembang
Ilir Barat



ABSTRACT

This research is motivated by the increasing tax debt, especially at the
Palembang llir Barat Pratama Tax Office every year. For this reason, the government
collects active tax arrears, including the tax bill. This thesis explains the effectiveness of
collecting active tax arrears by using a tax bill at the Palembang Ilir Barat Tax Office. The
purpose of this research is to analyze whether tax collection activities with tax billing
letters conducted by the Palembang Ilir Barat Pratama Tax Service Office have been
effective. This study uses descriptive qualitative research methods with descriptive
research types. The level of effectiveness of tax collection can be seen through a
benchmark of tax performance, namely tax efforts, effectiveness, and efficiency. This
research was conducted through in-depth interviews with related parties and also analysis
of data collection on active tax arrears by using a tax bill at the Palembang Ilir Barat
Pratama Tax Office. Based on the results of analysis and research in the field, it can be
concluded that the collection of taxes with tax bills has been effective. This research gives
advice to the Palembang Ilir Barat Pratama Tax Service Office in order to be able to
increase the interesting socialization activities to foster awareness of taxpayers on the
importance of paying taxes. Besides that, he added a bailiff who was stationed at the
Palembang Ilir Barat Pratama Tax Office, given the large number of forced letters issued.
It is also necessary to collaborate with the local government and local police to protect the
bailiffs so that tax collection activities with tax bills can run smoothly and without
obstacles to facilitate the process of collecting taxpayers, should be updated every week.

Keywords: Effectiveness, Tax Collection, Tax Bill, Palembang Ilir Pratama Tax Office
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sebuah Negara yang sedang berkembang, Indonesia terus melakukan
pembangunaan diberbagai bidang. Seiring dengan gerak cepat arus globalisasi yang
terjadi dewasa ini, diperlukan pembangunaan berbagai sarana dan prasarana guna
mendukung peningkatan aktivitas perekonomian dan investasi, pengembangan
sumberdaya manusia yang handal, dan kemajuan teknologi yang kompetitif. Dalam
rangka membiayai penyelenggaraan pembangunaan nasional sebagai mana tersebut
diatas, dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang tidak sedikit, dengan semakin
berkurangnya peranaan penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi, diperlukan
sumber pembiayaan lain yang secara dinamis mampu mendukung pembiayaan
nasional, baik dalam jangka pendek, maupun dalam jangka panjang, dari waktu
kewaktu Penerimaan Negara disektor pajak menujukan peranaan yang semakin

dominaan dalam upaya mendukung pembayaaran pembangunaan nasional.

Pajak merupakan bentuk pembayaran mandiri suatu bangsa, sehingga
diperlukan peranaan serta secara aktif setiap lapisan warga negara dalam upaya
melaksanakan pembangunaan nasional. Salah satu sumber pendapatan negara yang
terbesar adalah dari sektor pajak. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber
penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik
pengeluaran rutin  maupun pengeluaran pembangunan. Perubahan perundang-
undangan ketentuan pajak dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan,
memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakkan

hukum. Adapun jumlah penduduk pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak



Pratama Palembang Ilir Barat adalah 592.158 Jiwa yang terdiri dari 300.631 jiwa laki-
laki dan 291.527 jiwa perempuan.

Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan
yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan undang-undang. Berbagai
upaya untuk meningkatkan kesadaraan masyarakat wajib pajak telah dilaksanakan,
tetapi masih dijumpai wajib pajak yang tidak atau belum sepenuhnya melaksanakan
kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu. Untuk itu diperlukan suatu
tindakan dari aparatur perpajakan untuk melakukan pencairan tunggakan yang terjadi.
Tindakan yang dimakasud adalah penagihan pajak yang terdiri dari serangkaiaan
tindakan yang dilaksanakan oleh aparatur perpajakan dalam rangka mencairkan
tunggakan pajak yang terjadi. Tindakan penagihan ini dimulai dengan penerbitan surat
teguran yang berfungsi untuk memperingatkan wajib pajak agar segera melunasi utang
pajaknya yang telah lewat jatuh tempo. Apabila pernyataan ini tidak juga diindahkan
oleh wajib pajak, pajak yang terutang ditagih dengan surat paksa dan dapat dilanjutkan
dengan tindakan penyitaan barang-barang untuk wajib pajak atau penanggung pajak.
Penagihan pajak dengan surat paksa sesuai UUD Nomor 19 tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagai ujud dari penagihan aktif dapat
digunakan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan PBB.

Penagihan pajak yang efektif merupakan salah satu sarana yang tepat untuk
mencapai target penerimaan pajak yang begitu maksimal. Apabila dalam kekurangan
pajak sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak
tersebut dengan sampai jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap sangat perlu
dilaksanakan sebagai salah upaya untuk pencapaian penerimaan pajak. Optimalisasi
penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala, dan salah satu kendalanya

adalah tingginya angka tunggakan pajak baik yang murni penghindaran pajak (tax



avoidance) dari masyarakat karena masyarakat merasa rugi bila membayar pajak
maupun suatu ketidakmampuan masayarakat dalam membayar utang pajak. Dalam
kegiatan penagihan bukanlah salah satu pekerjaan yang mudah, namun pelaksanaanya
yang begitu sulit di lapangan, karena harus berhadapan langsung (face to face) dengan
beberapa wajib pajak yang memiliki beberapa karakter yang beraneka ragam. Salah
satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak di sektor itu sendiri dapat di
lakukan dengan cara menerbitkan surat paksa.

Hal ini dimaksudkan sebagai ujud pengenaan sanksi secara tegas kepada
penanggung pajak yang dari tahun ketahun selalu meningkat baik jumlah nominal
tunggakan maupun jumlah wajib pajak. Apabila masyarakat dalam hal ini wajib pajak
melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka direktorat
jendral pajak dapat melakukan law enforcement yang pada praktek awalnya
dilaksanakan dengan tindakan penagihan. Namun dalam pelaksanaannya mungkin
timbul masalah-masalah yang menyebabkan ketentuan tindakan penagihan terhambat
sehingga tidak sesuai lagi dengan yang diatur, melihat salah satu ciri pajak yang tidak
memberi suatu imbalan pajak maka kemungkinan dapat terjadi tunggakan-tunggakan
pajak.

Untuk menjaga agar tunggakan-tunggakan tersebut tidak semakin bertambah
besar, maka diperlukan suatu tindakan penagihan yang efektif dan efesien guna
mencairkan tunggakan pajak yang terutang, dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa tindakan penagihan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah
dalam hal ini direktorat jendral pajak untuk melakukan law enforcement terhadap
wajib pajak yang lalai untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan oleh pegawai kantor pajak di
mana wajib pajak yang bersangkutan tinggal, dengan adanya penagihan pajak dengan
surat paksa, wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk
memenuhi kewajibannya. Jika setelah dilakukan penagihan menggunakan surat paksa,
wajib pajak tersebut masih tetap tidak mau membayar pajaknya, maka kepadanya
dapat dikenakan sanksi kurungan atau penyitaan atas hartanya.

Sanksi kurungan dan penyitaan merupakan upaya paksa terakhir yang dapat
dilakukan dalam rangka menagih pajak. Adanya sanksi kurungan iniss mengakibatkan
hilangnya kebebasan seseorang, dan adanya penyitaan barang mengakibatkan harta
orang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi seperti semula. Dilihat dari akibat-akibat
penagihan pajak dengan surat paksa yang sangat tidak menyenangkan itu, maka
penagihan pajak dengan surat paksa tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang.
Dibutuhkan landasan yuridis khusus yang dapat menjadi landasan hukum bagi
penagihan pajak dengan surat paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19
tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Sebagai negara yang berkembang Negara Republik Indonesia tengah
menggalakkan pembangunan di segala bidang, yaitu pembangunan bidang ekonomi,
sosial budaya dan hukum. Bidang-bidang tersebut mempunyai tujuan yang sama
dengan yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat,
yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat
Indonesia secara adil dan makmur.

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan
berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik

material maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak



memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk

mewujudkan kemandiriansuatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang

berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai
pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, dapat
dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha-usaha untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat (Wajib Pajak) dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak
sebagai bentuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Mengoptimalkan dan
mengefektifkan penerimaan dari sektor pajak ini tergantung pada kedua belah pihak,
yaitu pemerintah sebagai aparat perpajakan (fiskus) dan masyarakat sebagai wajib
pajak atau yang dikenai pajak.

Pajak sebagai salah satu pungutan negara mengandung ciri sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan
pelaksanaannya.Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.

2. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran—pengeluaran pemerintah yang apabila dari
pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan uantuk pembiayaan public
investment.

Dengan system Self Assesment penerimaan negara dari sector pajak terus
meningkat tapi bukan berarti tidak ada hambatan. Peningkatan penerimaan diikuti
dengan naiknya tunggakan pajak. Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengayom
perpajakan di Indonesia dengan program-programnya sudah berusaha untuk menekan

sekecil mungkin tunggakan pajak.



Kementerian Keuangan (KemKeu) mencatat target dan realisasi pajak pada

tahun 2016-2017 sebagai berikut :

Tabel 1
Taget dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2017
Tahun Target Penerimaan Pajak Realisasi Penerimaan Pajak
2016 1.353 Triliun 1.154 Triliun
2017 1.468 Triliun 1.248 Triliun

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Pada tahun 2016 realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.154 Triliun
atau 85,3 % dari target Rp 1.353 Triliun. Pada tahun 2017 Kementerian Keuangan
meningkatkan target penerimaan pajak menjadi Rp 1.468 Triliun, namun realisasinya
mencapai 85 % yaitu Rp 1.468 Triliun. Berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui
dari tahun ke tahun jumlah realisasi dengan target yang dianggarkan semakin besar.
Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan upaya-upaya dalam pelaksanaan
pemungutan pajak itu sendiri.

Dengan demikian pemungutan pajak berdasarkan undang—undang mengandung
pengertian bahwa terhadap mereka yang ternyata mengabaikan atau melanggar
ketentuan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi penagihan secara paksa dalam
bentuk penyitaan, penyegelan ataupun penahanan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana langkah-langkah efektif yang dapat ditempuh untuk melakukan
penagihan tunggakan pajak aktif dengan menggunakan surat tagihan pajak ?

2. Apa saja hambatan dan solusi yang ditempuh dalam melakukan penagihan

tunggakan pajak aktif dengan menggunakan surat tagihan pajak ?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui apa saja langkah-langkah efektif yang ditempuh untuk
melakukan penagihan tunggakan pajak aktif dengan menggunakan surat tagihan
pajak.

b. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan solusi yang ditempuh dalam
melakukan penagihan tunggakan pajak aktif dengan menggunakan surat tagihan
pajak.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Mahasiswa, memperoleh pembelajaran mengenai bagaimana prosedur dan
sistem kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat | Palembang.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga
terdidik dalam pemecahan masalah dan memperoleh cara-cara merencakan,
merumuskan dan melaksanakan berbagai program yang kreatif dan inovatif
bagi instansi terkait.

c. Bagi Perguruan Tinggi, memperoleh bahan untuk materi kuliah,
penyempurnaan kurikulum dan berbagai inspirasi bagi suatu rancangan bentuk
pengabdian kepada masyarakat yang lain atau penelitian serta memperoleh
bahan masukan bagi peningkatan atau perluasan kerjasama dengan Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat | Palembang.
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